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KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala pup bagi Allah Subhanahu wa fa'ala yang telah memberikan kami
kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan standar pelayanan ini dengan tepat
waktu. Tanpa pertolongan- Nya tentunya kami tdak akan sanggup untuk
menyelesalkan standar pelayanan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga
terhimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad Shalallaahu
Alaihi Wassalaam yang kita nantikan syafa‘atnya di akhirat,

Tidak lupa, kami mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta‘ala
atas limpahan nikmat sehat-Nya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran,
sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan standar pelayanan untuk
meningkatkan pelayanan Pengadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat, juga
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan sehingga
terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung.

Kami tentu menyadari bahwa standar pelayanan ini masih jauh dari kata
sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan di dalamnya.
Untuk itu, kami mengharapkan kritk serta saran dan pembaca, supaya Standar
Pelayanan ini nantinya dapat menjadi lebih baik lagi.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yatu khususnya
kepada Bapak Dadi Rachmadi, SH. MH selaku Ketua Pengadilan Negeri Palembang
sebelum masa tanggal 6 Januari 2023, Bapak Dr, Fahmiron, S H M Hum selaku
Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang dan Bapak Akhmad Hartoni, SH. MH
selaku Panitera Pengadilan Negeri Palembang yang telah membimbing dan
membantu dalam pembuatan standar pelayanan ini.

Ditetapkan di  : Palemba




PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS |I.A KHUSUS
Jalan Kapten A. Rivai No. 16 Palembang
Telp. (0711) 363310-313555 Fax. (0711) 313555
Website : www.pn-palembang.co.id
Email : pnpalembang@gmail.com pn-palembang@yahoo.com

STANDAR PELAYANAN KEPANITERAAN PHI
PENGADILAN NEGERI PALEMBANG KELAS IA KHUSUS

1. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN GUGATAN
A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat;

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas;

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus;

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A
Khusus;

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Pendaftaran Gugatan adalah pendaftaran yang melalui proses dan telah memenuhi

persyaratan sehingga tercatat dalam register sampai bukti register tersebut

diberikan kepada Penggugat/Kuasa Penggugat.

D. RUANG LINGKUP
Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

E. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial;

3. Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;


http://www.pn-palembang.co.id/
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5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

10.Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

. PRODUK PELAYANAN

Nomor Perkara Gugatan.

. SARANA PRASARANA

Printer,Komputer dan Jaringan.

. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan.
. JANGKA WAKTU

Selama 1 jam terhitung sejak berkas lengkap.

. SYARAT-SYARAT

1. Dokumen Gugatan minimal rangkap 7 (tujuh) dan CD Gugatan

2. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta
identitasnya kuasa, dan jika kuasanya berasal dari Serikat Buruh/Serikat
Pekerja wajib menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan serta Kartu Tanda

Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja.



M. BIAYA ATAU TARIF
Jenis Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial
1. Gugatan yang nilai gugatan besarannya di bawah Rp.150.000.000,00 (seratus
lima puluh juta rupiah) ditanggung oleh Negara dan sedangkan;
2. Gugatan yang nilai gugatan besaran diatas Rp.150.000.000,00 (seratus lima
puluh juta rupiah) dibayar oleh pemohon pendaftaran.

No Jenis Biaya Jumlah

1 Pendaftaran Rp 30.000,00

2 ATK Rp.50.000,00

3 PNBP Relas Rp 10.000,00

4 Redaksi Putusan Rp 10.000,00

5 Materai Rp 10.000,00

6 Panggilan Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan (terlampir)




N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN GUGATAN

Petugas PTSP menerima Penggugat/kuasanya dengan 3 S
Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat
Datang

v

Petugas PTSP menanyakan keperluan Penggugat/kuasanya
“ada yang bisa kami bantu?”

|

Petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriksa
kelengkapan persyaratan sesuai nilai Gugatannya dan identitas-
identitasnva.

Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan Gugatan
tersebut kepada Panitera Muda PHI untuk dicek/diperiksa
persyaratan serta nilai gugatannya dan identitas-identisasnya lagi

Petugas Kasir membuatkan slip pembayaran pendaftaran jika nilai
gugatannya diatas Rp.150 juta ke Bank

l

Bukti slip pembayaran dari bank ditunjukkan kepada petugas PTSP
dan dibuatkan SKUM

\ 4

Petugas PTSP membubuhkan cap pendaftaran dan memberikan
Nomor Register dan tanggal pendaftaran Gugatan, dan 1 (satu) surat
Gugatan dan SKUM aslinya jika nilai gugatan diatas Rp.150 juta
diserahkan kepada Penggugat/kuasanva

A 4

Lalu Petugas PTSP menyampaikan kepada Pengugat/Kuasanya untuk
menunggu panggilan sidang

A 4
SELESAI




2. STANDAR PELAYANAN AKTA PERNYATAAN PERMOHONAN KASASI PHI
A. TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat;

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan;

B. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas;

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus;

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A
Khusus;

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

C. DEFINISI

Akta Permohonan Pernyataan Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan

Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus adalah pendaftaran

upaya hukum kasasi yang melalui proses dan telah memenuhi persyaratan

sehingga tercatat dalam register hingga bukti register tersebut diberikan kepada

Pemohon Kasasi/Kuasanya dalam bentuk Akta Pernyataan Kasasi.

D. RUANG LINGKUP
Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
E. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial;
Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
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Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;



8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

10.Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

. PRODUK PELAYANAN

Akta Pernyataan Kasasi.

. SARANA PRASARANA

Printer,Komputer dan jaringan.

. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan.
. JANGKA WAKTU

Selama 1 jam terhitung sejak berkas lengkap.

. SYARAT-SYARAT

1. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta
identitasnya kuasa, dan jika kuasanya berasal dari Serikat Buruh/Serikat
Pekerja wajib menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan serta Kartu Tanda
Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja.

2. Relaas pemberitahuan putusan jika tidak hadir dalam putusan akhir.



M. BIAYA ATAU TARIF

No Jenis Biaya Jumlah

1 Pendaftaran Rp 50.000,00

2 Biaya Kasasi Rp 500.000,00

3  PNBP Relas Rp 10.000,00

4 Pemberkasan & Kirim  Rp 150.000,00

5 Materai Rp 10.000,00

6 Panggilan Menyesuaikan jumlah dan dengan radius panggilan
(terlampir)

7 Pencatatan Rp. 5.000,00

N. ALUR PELAYANAN

PENDAFTARAN PERMOHONAN KASASI

Petugas PTSP menerima Pemohon/kuasanya dengan 3 S
Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat
datang.

v

Petugas PTSP menanyakan keperluan Pemohon/kuasanya
“ada yang bisa kami bantu?”

!

Petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriksa persyaratan
sesuai permohonan Kasasinya dan identitas-identitasnya,

!

Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan Permohonan
Kasasi tersebut kepada Panitera Muda PHI untuk dicek/diperiksa
persyaratan sesuai permohonannya dan identitas-identisasnya lagi

v

Petugas Kasir membuatkan slip pembayaran pendaftaran
permohonan Kasasi agar dibayarkan ke Bank

\ 4

Bukti slip pembayaran dari bank ditunjukkan kepada petugas PTSP
PHI dan dibuatkan SKUM jika Nilai gugatan awal di atas Rp.150 juta

A 4

Petugas PTSP membubuhkan cap pendaftaran dan memberikan
Nomor Register dan tanggal pendaftaran Permohonan Kasasi, dan 1
(satu) surat Akte pernyataan Kasasi dan SKUM aslinya diserahkan
kepada Pemohon Kasasi/kuasanya

A

Lalu Petugas PTSP menyampaikan kepada Pemohon
Kasasi/Kuasanya bahwa atas pernyataan Kasasinya Pemohon
mempunyai Kewajiban membuat Memori Kasasi paling lambat 14
(empat belas) hari setelah pernyataan kasasi, bila tidak membuat
dalam jangka waktu yang telah ditentukan berkas tidak akan dikirim
ke Mahkamah Agung RI.




3. STANDAR PELAYANAN PENYERAHAN MEMORI KASASI PHI

A.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus.

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A
Khusus.

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

DEFINISI

Penyerahan Memori Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus adalah bagian dari proses upaya

hukum kasasi yaitu menyerahkan memori kasasi paling lambat 14 hari setelah

pernyataan permohonan kasasi , bukti penyerahan memori kasasi tersebut diberikan
kepada Pemohon Kasasi/Kuasanya dalam bentuk Tanda Terima Memori Kasasi.

RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial;

Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
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Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;



8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

10.Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri

. PRODUK PELAYANAN

Tanda Terima Memori Kasasi.

. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan Jaringan

. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan.
. JANGKA WAKTU

Selama satu hari kerja terhitung sejak berkas lengkap.

. SYARAT-SYARAT

1. Melampirkan Akta Permohonan Kasasi serta Surat Kuasa Pendaftaran

Permohonan Kasasi.



M. ALUR PELAYANAN

PENYERAHAN MEMORI KASASI

Petugas PTSP menerima Pemohon/kuasanya dengan 3 S
Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat
datang.

v

Petugas PTSP menanyakan keperluan Pemohon/kuasanya
“ada yang bisa kami bantu?”

|

Petugas PTSP memeriksa dokumen sesuai permohonan Kasasinya

'

Petugas PTSP menyerahkan berkas Memori Kasasi tersebut kepada
Panitera Muda PHI untuk dicek/diperiksa persyaratan sesuai
permohonannya dan identitas-identisasnya lagi

\ 4

Petugas PTSP membubuhkan cap dan memberikan surat Akta Tanda
Terima Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi/kuasanya

A 4
SELESAI




4. STANDAR PELAYANAN PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI

A.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat;

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas;

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus;

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A
Khusus;

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

DEFINISI

Penyerahan Kontra Memori Kasasi di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial

pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus adalah bagian dari proses

upaya hukum kasasi yaitu menyerahkan kontra terhadap memori kasasi paling
lambat 14 hari setelah memori kasasi diberitahukan kepada Termohon Kasasi, bukti
penyerahan kontra memori kasasi tersebut diberikan kepada termohon

Kasasi/Kuasanya dalam bentuk Tanda Terima Kontra Memori Kasasi.

RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial;

Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

o 0 kMW

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;



8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

10.Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

. PRODUK PELAYANAN

Tanda Terima Kontra Memori Kasasi.

. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan Jaringan

. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan.
. JANGKA WAKTU

Selama 1 jam terhitung sejak berkas lengkap.

. SYARAT-SYARAT

1. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta
identitasnya kuasa, dan jika kuasanya berasal dari Serikat Buruh/Serikat
Pekerja wajib menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan serta Kartu Tanda
Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja

2. Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi dan Penyerahan Memori Kasasi.

3. Softcopy Kontra Memori Kasasi.



M. ALUR PELAYANAN

PENYERAHAN KONTRA MEMORI KASASI

Petugas PTSP menerima termohon/kuasanya dengan 3 S
Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat
datang.

v

Petugas PTSP menanyakan keperluan termohon/kuasanya
“ada yang bisa kami bantu?”

|

Petugas PTSP memeriksa dokumen kontra memori kasasi

|

Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan Kontra
Memori Kasasi tersebut kepada Panitera Muda PHI untuk
dicek/diperiksa persyaratan dan identitas-identisasnya lagi

v

Petugas PTSP membubuhkan cap pendaftaran dan memberikan
bukti berupa Akta Tanda Terima Kontra Memori Kasasi, dan
diserahkan kepada Pemohon Kasasi/kuasanya

'

SELESAI




5. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN PERJANJIAN BERSAMA

A.

TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat;

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas;

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus;

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A
Khusus;

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

DEFINISI

Pendaftaran Perjanjian Bersama adalah penerimaan para pihak untuk mendaftarkan

perjanjian yang telah mencapai kesepakatan penyelesaian yang dilakukan dalam

wilayah pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang kelas

IA Khusus , pendaftaran perjanjian bersama dibuat dalam bentuk Akta Pendaftaran

Perjanjian Bersama.

RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus s.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial;

Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
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Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;



Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

10.Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018 tentang pedoman

standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;

F. PRODUK PELAYANAN

Akta Pendaftaran Perjanjian Bersama
G. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan Jaringan
H. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar

Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
. PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.
J. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang

telah ditetapkan.
K. JANGKA WAKTU

Selama 1 Jam terhitung sejak berkas lengkap.
L. SYARAT-SYARAT

1.
2.
3.
4.

Surat Pemohonan Pendaftaran.
Perjanjian Bersama asli dan Fotocopy
Bukti Bayar/pembayaran pesangon

Surat Kuasa Pemohon

M. BIAYA ATAU TARIF

No Jenis Biaya Jumlah

1
2

Pendaftaran RpO
PNBP Rp 10.000,00




N. ALUR PELAYANAN

PERJANJIAN BERSAMA

Petugas PTSP menerima pemohon/kuasanya dengan 3 S
Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat
datang.

!

Petugas PTSP menanyakan keperluan pemohon
“ada yang bisa kami bantu?”

|

Petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriksa persyaratan
permohonan pendaftaran Perjanjian Bersama dan identitas-
identitasnya

Petugas PTSP menyerahkan berkas dan kelengkapan permohonan
bebas perkara tersebut kepada Panitera Muda PHI untuk
dicek/diperiksa persyaratan untuk diproses.

l

Lalu Petugas PTSP menyerahkan kepada Akta Bipartit tersebut
disertai dengan bukti penerimaan PNBP

SELESAI




6. STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN EKSKUSI

A.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat;

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan.

. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan
Negeri Palembang Kelas IA Khusus kepada masyarakat untuk memberikan
pelayanan yang berkualitas;

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang
Kelas IA Khusus;

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A
Khusus;

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri
Palembang Kelas IA Khusus dalam penyelenggaraan pelayanan.

DEFINISI

Permohonan Ekskusi adalah peneriman permohonan untuk menjalankan putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (res judicata / inkracht van

gewijsde) yang bersifat penghukuman (condemnatoir) dan memenuhi persyaratan
sehingga tercatat dalam register Permohonan Ekskusi.

RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standar

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial;

Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

o g ok~ W

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9

Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;

10.Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HM02.3/2/2018
tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

11.RBg yang mengatur cara menjalankan putusan pengadilan atau disebut
eksekusi.

12.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

13.Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH.Perdata).

. PRODUK PELAYANAN

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

. SARANA PRASARANA

Printer, Komputer dan Jaringan

. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoperasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan.
. JANGKA WAKTU

Selama 2 jam terhitung sejak berkas lengkap.

. SYARAT-SYARAT

1. Surat Pemohonan Eksekusi beserta

2. salinan putusan yang dimohonkan eksekusi yang telah dilegalisir;

3. Copy Kartu Identitas Pemohon;

4. Surat Kuasa apabila ada kuasanya, beserta BAP Sumpah Advokat serta
identitasnya kuasa, dan jika kuasanya berasal dari Serikat Buruh/Serikat
Pekerja wajib menyerahkan Surat Keputusan Kepengurusan serta Kartu Tanda
Anggota Serikat Buruh/Serikat Pekerja;

5. Relaas pemberitahuan putusan kepada para pihak;

6. Surat-surat lain terkait (apabila ada).



M.

BIAYA ATAU TARIF

panjar biaya teguran/peringatan untuk

putusan

Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

yang nilainya diatas

No. | Uraian Biaya
Radius 1 Radius I Radius Il Radius IV
1 Materai Penetapan Teguran Rp Rp Rp Rp
10.000 10.000 10.000 10.000
2 PNBP Pendaftaran Permohonan Rp Rp Rp Rp
Eksekusi 10.000 10.000 10.000 10.000
3 PNBP Penetapan Teguran Rp Rp Rp Rp
10.000 10.000 10.000 10.000
4 PNBP Berita Acara Teguran Rp Rp Rp Rp
10.000 10.000 10.000 10.000
5 PNBP Relaas Panggilan kepadaPdan T Rp Rp Rp Rp
30.000 30.000 30.000 30.000
6 Panggilan Teguran P-2x, T-2x Rp Rp Rp Rp
375.000 500.000 750.000 1.000.000
7 Biaya Proses Rp Rp Rp Rp
75.000 75.000 75.000 75.000
8 Materai Penetapan Eksekusi (4 x @ Rp Rp Rp Rp Rp
10.000) 40.000 40.000 40.000 40.000
9 Materai Berita Acara Eksekusi Lelang Rp Rp Rp Rp
10.000 10.000 10.000 10.000
10 PNBP Berita Acara Teguran 3x Rp Rp Rp Rp
30.000 30.000 30.000 30.000
11 PNBP Penetapan Lelang Rp Rp Rp Rp
10.000 10.000 10.000 10.000
12 PNBP Pengumuman Lelang Rp Rp Rp Rp
10.000 10.000 10.000 10.000
13 | PNBP Pembagian Hasil Lelang Rp Rp Rp Rp
10.000 10.000 10.000 10.000
14 Biaya Konstatering Rp Rp Rp Rp
600.000 750.000 900.000 1.050.000
15 Biaya lklan Surat Kabar (2 x @ Rp Rp Rp Rp Rp
5,000.000) 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
16 | Biaya pemberitahuan Lelang: 2x P, T, Rp Rp Rp Rp
Lurah, BPN, KPKNL 750.000 850.000 1.050.000 2.000.000
17 | Biaya Pendaftaran Lelang (disetor ke Rp Rp Rp Rp
KPKNL) 150.000 150.000 150.000 150.000
18 Biaya Pembuatan SKPT Rp Rp Rp Rp
100.000 100.000 100.000 100.000




19 | Pejabat Penjual ( Panitera / Jurusita ) Rp Rp Rp Rp
1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

20 | Transportasi Rp Rp Rp Rp
500.000 500.000 500.000 500.000

21 PNBP Penetapan Pencabutan Perintah Rp Rp Rp Rp

Lelang 25.000 25.000 25.000 25.000

22 PNBP Pengumuman Pencabutan Lelang | Rp Rp Rp Rp
10.000 10.000 10.000 10.000

JUMLAH Rp Rp Rp Rp
13.765.000 14.140.000 14.740.000 16.090.000




N. ALUR PELAYANAN

PERMOHONAN EKSEKUSI

Petugas PTSP menerima Pemohon/kuasanya dengan 3 S
Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat
datang.

v

Petugas PTSP menanyakan keperluan Pemohon/kuasanya
“ada yang bisa kami bantu?”

|

Petugas PTSP memeriksa permohonan dan memeriksa persyaratan
permohonan Ekskusi

Petugas PTSP menyerahkan bukti tanda terima permohonan
ekskusi kepada pemohon.

l

SELESAI




7. STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN PERKARA PHI

A.

TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pengadilan bagi pencari keadilan dan
masyarakat.

2. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada lembaga peradilan

. MAKSUD

1. Sebagai bagian dari komitmen Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus
kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

2. Sebagai informasi bagi masyarakat akan hak-haknya sebagai pengguna
pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

3. Sebagai pedoman bagi masyarakat dalam menilai kualitas pelayanan
Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

4. Sebagai tolok ukur bagi Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus dalam
penyelenggaraan pelayanan.

DEFINISI

Pelayanan persidangan adalah penerimaan pihak yang berperkara dalam

pelaksanaan persidangan tepat waktu dan apabila tidak tepat waktu harus dilakukan

pengumuman/pemberitahuan keterlambatan.

RUANG LINGKUP

Standar Pelayanan Pengadilan ini digunakan untuk kelancaran proses standard

pelayanan Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Panyelesaian Perselisihan

Hubungan Industrial;

Undang Undang no 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
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Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang

Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang
Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;

8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9
Februari 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI

Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;



10.Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018 tentang pedoman
standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri. Jo. Nomor 3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang
Perubahan Surat Keputusan Dirjen Badilum Nomor 77/DJU/SK/HMO02.3/2/2018
tentang pedoman standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

. PRODUK PELAYANAN

Informasi Jadwal Sidang

. SARANA PRASARANA

Komputer,Printer dan Jaringan

. KOMPETENSI PELAKSANA

Minimal SMA mampu mengoprasikan Komputer dan Memahami SOP dan Standar
Pelayanan PengadilaN Negeri Palembang Kelas IA Khusus.

PENANGGUNG JAWAB

Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus

. KRITERIA PENCAPAIAN

Tercapainya Standard Pelayanan Pengadilan yang sesuai dengan prosedur yang
telah ditetapkan

. JANGKA WAKTU

15 Menit

. SYARAT-SYARAT

1.Ktp

2.Relaas Panggilan

3.Laporan secara lisan kesiapan sidang
. BIAYA ATAU TARIF

NIHIL



N. ALUR PELAYANAN

STANDAR PELAYANAN PERSIDANGAN

Petugas PTSP menerima pemohon dengan 3 S
Memberi hormat tangan dua didepan dan menyatakan selamat
datane

A 4

Petugas PTSP menanyakan keperluan para pihak
“ada yang bisa kami bantu?”

!

Petugas PTSP memeriksa identitas para pihak dan jadwal sidang
pada SIPP

'

Petugas PTSP memberikan informasi mengenai jadwal sidang
perkara kepada para pihak

!

selesai




